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PENGANTAR PENERBIT

Menerima naskah dengan latar belakang sejarah perjuangan serta
perkembangan kemiliteran di Sulawesi Selatan sebuah kebahagian
kami sebagai penerbit yang berada dilingkup akademis. Sejarah dalam
kemiliteran Indonesia khususnya mengkaji dinamika di Sulawesi
Selatan, memberikan gambaran betapa pentingnya peranan militer
dalam pembangunan pasca kemerdekaan.

Tahap-tahap dinamika tergambar dengan jelas dari penggalian ilmiah
terhadap subtansi perjuangan membela kepentingan rakyat. Begitu
pentingnya peranan militer dalam mempersatukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, tidak hanya dari pergerakan di Barat Indonesia,
dalam buku ini tergambar dengan jelas bagaimana Makassar menjadi
penggerak persatuan untuk wilayah timur Indonesia.

Para peneliti Balai Pelesatarian Budaya (BPNB) Sulawesi Selatan
memberikan gambaran secara ilmiah terhadap perjuangan serta
aktivitas militer di daerah ini. Kekuatan tema dan keselarasan naskah
menjadikan buku “DINAMIKA KEMILITERAN : dari Kelaskaran hingga
Batalyon 710 di Sulawesi Selatan” sebuah dokumentasi abadi serta
diharapkan menjadi rujukan terhadap tulisan-tulisan serupa dikemudian
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hari. Penggabungan berbagai prespektif terlihat dari 3 tulisan yang
tersaji dalam buku ini.

Besar harapan buku ini menjadi manfaat serta berguna bagi bangsa
dan negara. Kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi
Selatan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperkaya
aspek akademik dan informasi kepada masyarakat luas.

Penerbit,
UNHAS PRESS
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Bahtiar



I
PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan belum lama diraih, rakyat Sulawesi
Selatan baru saja merasakan kebebasannya dari kerasnya penjajahan
yang dilakukan oleh Jepang. Namun keadaan di Sulawesi Selatan tidak
berlangsung lama, setelah Jepang menyatakan diri kalah dalam Perang
Pasifik, maka pasukan Sekutu selanjutnya mendapat tugas untuk :

1. Membebaskan secepat mungkin tawanan perang (Allied Prioners
of War and Internees disingkat APWI).

2. Melucuti tentara Jepang yang telah menyerah, dan mengirim
mereka ke pelabuhan (deportasi) agar secepat mungkin
diberangkatkan ke Jepang.

3. Menciptakan ketertiban hukum dan keamanan, sehingga dapat
di wujudkan penyerahan kekuasaan yang tertib dari kekuasaan
militer Sekutu kepada pemerintah sipil, dari penguasa yang sah
berkuasa di wilayah itu (Agung, 1985:4)

Sejak diketahui bahwa di antara tentara Australia yang datang ke
Makassarsebagaipasukan Sekutu, terdapat personil Nederland Indie Civil
Administration (NICA). Kenyataan itu mendorong rakyat yang berada
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di Kota Makassar terdorong melancarkan protes dengan melakukan
demonstrasi dan pengibaran Bendera Merah Putih pada 27 September
1945 (Harvey, 1989: 136). Kehadiran NICA bersama rombongan tentara
Australia menimbulkan gejolak baru dalam kehidupan kaum politikus
di Makassar.

Pada dasarnya setelah diketahui dengan pasti bahwa NICA datang
ke Makassar bersama tentara Sekutu yaitu Australia, sebagai pasukan
yang bertugas untuk menyelesaikan urusan-urusan Perang Pasifik
di Sulawesi Selatan. Pemuda pejuang yang biasanya melakukan
perlawanan sendiri-sendiri di wilayah masing-masing, kali ini dengan
kebulatan tekad membentuk satu kelaskaran yang dimaksudkan
sebagai persiapan kekuatan untuk menghadapi tentara yang bernaung
di bawa Sekutu. Pasukan ini berusaha memulihkan kembali kedudukan
kekuasaan Kolonial Belanda di bumi Indonesia pada umumnya dan di
Sulawesi Selatan pada khususnya, sekaligus untuk mempertahankan
kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan mendirikan organisasi
kelaskaran bertambah meningkat setelah terjadi gerakan pemuda
di Makassar pada 29 Oktober 1945 untuk merebut pos-pos strategi
yang diduduki oleh NICA yang berhasil digagalkan oleh pasukan tentara
Australia (Kadir, dkk, 1984: 135).

Di Polombangkeng, jauh sebelum peristiwa gerakan pemuda
Makassar telah berdiri organisasi pemuda. Pembentukan organisasi
pemuda di daerah ini berkat dorongan yang diberikan oleh pemuda-
pemuda yang datang dari Makassar untuk mengorbankan jiwa dan
semangat perjuangan menentang NICA. Dalam suatu pertemuan yang
diselenggarakan di Polombangkeng, pada 16 Oktober 1945, berhasil
dibentuk satu organisasi perjuangan yang dinamakan Angkatan
Muda Bajeng, yang sering juga di sebut Gerakan Muda Bajeng (GMB).
Organisasi ini dipimpin oleh Karaeng Polombangkeng, H. Pajonga Daeng
Ngalle dan sebagai Wakil Ketua H. Makkaraeng Daeng Manjarungi
(Kadir, dkk, 1984:138).

Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh pelosok daerah di Sulawesi
Selatan, rakyat bangkit dan berjuang untuk mempertahankan
Proklamasi Kemerdekaan. Ini terbukti dengan berdirinya berbagai
organisasi kelaskaran di daerah-daerah sebagai wadah kekuatan
militer untuk membendung dan membinasakan NICA yang berusaha
menghidupkan kembali pemerintah dan kekuasaan Kolonial Belanda.

Penangkapan Dr. Ratulangi dan sejumlah Staf Pusat Keselamatan
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Rakyat (PKRS), yang dilakukan oleh NICA pada 5 April 1946, karena
dianggap pemerintahan lokal di Sulawesi Selatan mendukung
sepenuhnya kedudukan Ratulangi sebagai gubernur yang resmi bagi
Provinsi Sulawesi Selatan. Di lain pihak, kelaskaran yang selama ini
bertujuan secara terpisah di daerah masing-masing, dengan bertujuan
yang sama untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan
dan menghancurkan rencana NICA yang hendak menegakkan
kembali kekuasaan dan Pemerintah Kolonial Belanda dan berusaha
mengorganisasikan kesatuan komando dalam suatu wadah (Arfah,
dkk, 1991: 88).

Untuk mewujudkan rencana menyatukan kelaskaran-kelaskaran
di setiap daerah untuk dibentuk dalam satu wadah, maka diusahakan
suatu pertemuan pimpinan-pimpinan kelaskaran. Pertemuan pertama
di laksanakan di Komara pada 15 Juli 1946. Hadir pada pertemuan ini
adalah pimpinan KRIS Muda Mandar, M. Riri Amin Daud: PPNI Makassar
Amiruddin Muchlis, Harimau Indonesia Bahang, Amris Selayar Daeng
Bonto, dan Gerakan Tanete Soppeng diwakili oleh Ali Malaka. Dari
pertemuan ini dicapai kata sepakat membentuk organisasi kelaskaran,
yang kemudian dinamakan Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia
Sulawesi (LAPRIS) seterusnya disebut di singkat LAPRIS, yang dibentuk
pada 17 Juli 1946 (Kadir, dkk, 1984: 161).

Setelah LAPRIS terbentuk, kegiatan kelaskaran lebih terkoordinasi
dan lebih kuat serta tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Pada dasarnya
perjuangan yang dilaksanakan oleh kelaskaran-kelaskaran dalam usaha
untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mendapat
dukungan dan bantuan sepenuhnya dari rakyat (Arfah, dkk, 1991:
100). Menurut R.W. Mongisidi dalam laporan tertanggal 5 Januari
1947, bahwa lapisan masyarakat pada umumnya menghendaki Negara
Kesatuan Indonesia dalam bentuk Republik (Kadir, dkk, 1978: 163).
Karena itu rakyat senantiasa mendukung dan memberikan bantuan
bagi setiap kegiatan LAPRIS.

Bertolak dari uraian singkat itu, maka kajian ini dimaksudkan untuk
mengungkap dan menjelaskan peranan LAPRIS dalam perjuangan
mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan di Sulawesi Selatan.
Banyak karya sejarah yang silih berganti di tulis, akan tetapi yang
membahas mengenai organisasi perjuangan lebih spesifik masih
kurang. Dengan alasan tersebut maka kajian ini dapat menambah
khasanah tulisan sejarah agar kiranya dapat menjadi bahan bacaan dan
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mudah-mudahan menambah referensi ilmu sejarah. Sangat diharapkan
dengan adanya tulisan ini dapat membangkitkan semangat juang dari
generasi muda dan semakin cinta kepada tanah air. Selain itu dengan
kehadiran kajian ini dapat mengungkap kembali peristiwa-peristiwa
yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan agar dapat menjadi
informasi dan masukan bagi pembaca bagaimana para pejuang dahulu
rela berkorban jiwa raga demi tanah air. Apalagi era sekarang ini rasa
itu sudah mulai pudar, karena lebih banyak yang mementingkan diri
sendiri atau golongan, tanpa melihat betapa berartinya kebersamaan,
persatuan demi tegaknya bangsa dan negara.

SELAYANG PANDANG SULAWESI SELATAN

Sekilas daerah Sulawesi Selatan

Apabila diperhatikan pada peta Indonesia tentang Pulau Sulawesi
bentuknya seperti huruf K dan sangat menarik juga letak pulau ini
yang berada di tengah-tengah, yaitu di sebelah barat terdapat Pulau
Kalimantan dan Pulau Sumatra di sebelah timur terletak Kepulauan
Maluku dan Irian Jaya. Kota Makassar seakan-akan titik pusat Indonesia,
oleh karena itu sejak dahulu pusat kota terbesar di Sulawesi ini amat
strategis.

Daerah Sulawesi Selatan yang dimaksud dalalm kajian ini adalah
berdasarkan batasan wilayah pemerintahan administratif sesuai
Undang-Undang No. 47 tahun 1960 (PP No. 7). Daratan daerah
Sulawesi Selatan hampir seluruhnya dikelilingi oleh laut. Di sebelah
barat Selat Makassar, di sebelah selatan Laut Flores dan Teluk Bone di
sebelah timur, lebih ke timur lagi terdapat daratan Sulawesi Tenggara.
Batas daratan terdapat di sebelah utara, yakni pegunungan Verbeek
dan Fennema, yang memisahkan Sulawesi Selatan dengan provinsi
tetangganya, Sulawesi Tengah. Sejak 1920-an terdapat hubungan lalu
lintas darat yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tengah (Pawiloy, 1987:15).

Sulawesi Selatan termasuk daerah beriklim tropis dan mengenal
hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, temperatur
dan tekanan udara daerah ini tidak menunjukkan fluktuasi yang besar.
Musim hujan berlangsung antara September hingga Desember pada
waktu akhir tahun, dan dari Januari hingga April pada waktu awal
tahun. Pada dasarnya curah hujan umumnya tinggi, yakni antara 1000
mm - 3000 mm per tahun, rata-rata temperatur sepanjang tahun
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26°C atau 27°C dengan maksimum temperatur 32°C dan minimum
temperatur 18°C, temperatur di daerah pegunungan bergantung pada
letak ketinggiannya. Tiap-tiap ketinggian 100 meter di atas permukaan
laut, temperatur turun 0,6°C, perbedaan antara temperatur tertinggi
dan terendah sepanjang hari rata-rata antara 5-8°C (Mattulada, 1985:
21).

Sulawesi Selatan Sebelum Kemerdekaan

Menjelang 1930-an, ketika di daerah mulai berkembang organisasi-
organisasi sosial dan politik, pemerintah mulai mempertimbangkan
kekuatan bangsawan “kekuatan-kekuatan nisbi” yang selama ini
berhasil ditekan dan dipendam. Pemerintah mulai mendekati kelompok
itu untuk menjalin hubungan kerjasama. Pada 1931 bekas Kerajaan Bone
dipulihkan kedudukannya menjadi daerah kekuasaan berpemerintahan
sendiri. Pada 1938 bekas Kerajaan Gowa juga dipulihkan kembali
kedudukannya dan dijadikan sebuah kerajaan atau daerah yang
berpemerintahan sendiri (Kadir, dkk, 1984: 60).

Berdasarkan laporan-laporan pemerintahan menyangkut
perkembangan organisasi politik di Sulawesi Selatan, tampak bahwa
kegiatan kepartaian berkenan di hati rakyat sebagai wadah perjuangan.
Itulah sebabnya tidak terjadi perpecahan dari organisasi politik yang
berorientasi nasionalisme, permasalahan terletak pada sikap kerjasama
dan tidak mau bekerjasama dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda.

Kegiatan organisasi pergerakan nasional kemudian dibekukan
oleh pihak Pemerintah Pendudukan Jepang, ketika mereka berhasil
mengambil alih wilayah Hindia Belanda dari tangan Belanda pada 1942
(Kadir, dkk, 1984: 68). Sistem pemerintahan yang dicanangkan Jepang
memberikan petunjuk bahwa kehadiran Jepang bukan untuk membela
akan tetapi menggantikan kedudukan pemerintah colonial Belanda.
Semua jabatan yang dahulu dijabat oleh pegawai berkebangsaan
belanda sekarang merupakan tempat bagi pejabat berkebangsaan
Jepang. Dengan demikian sistem pengawasan kolonial yang diterapkan
pemerintah Hindia Belanda juga berlaku pada periode pemerintahan
Jepang. Namun demikian untuk menetralisir dirinya agar tidak dianggap
sebagai penjajah, pihak Jepang melancarkan teori saudara tua dan
saudara muda. Dengan maksud agar dapat menarik simpatik rakyat,
karena akan merasakan bahwa mereka satu keluarga dengan Jepang.
Jepang sebagai saudara tua berkewajban memimpin rakyat Indnesia
yang merupakan saudara muda ke arah kemajuan, karena dibutuhkan
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kerjasama. Walaupun demikian nampak bahwa perubahan slogan dari
Nippn Indonesia sama-sama menjadi Nippon Indonesia sama-sama
menjadi Nippon Sudara Tua telah menimbulkan kecurigaan rakyat
terhadap maksud baik yang selalu didengungkan oleh pihak Jepang
(Kadir, dkk, 1984: 76).

Tampaknya usaha Jepang tidak berhasii memadamkan rasa
permusuhan yang membara dalam diri penduduk, yang pada kondisi
tertentu akan meledak sebagai tindakan perlawanan. Di Unra sebuah
desayangletaknyakuranglebih1skmkesebelahbaratKotaWatampone,
pecah pemberontakan pada 1943 menentang petugas-petugas yang
diperintahkan oleh Jepang mengambil hasil produksi pangan mereka.
Akibat pemberontakan itu sejumlah aparat meninggal, di antaranya
seorang anggota pemangku adat (ade’ pitue) Bone yaitu Andi Abdullah
Arung Ponceng. Peristiwa itu memaksa Andi Mappanyukki, raja Bone
turun tangan untuk menghindari pertempuran (Kadir, dkk, 1984:
78). Kenyataan-kenyataan dialami dalam Perang Pasifik ternyata
mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan tentara pendudukan
Jepang di Indonesia. Usaha pertama yang dipikirkan adalah memikat
pemuda-pemuda Indonesia untuk dididik dalam bidang kemiliteran,
dan bersedia membantu tentara Jepang membendung gerak pasukan
Sekutu untuk mengakhiri Perang Asia Pasifik di Kepulauan Jepang.

Pada 1944 kedudukan pertahanan tentara Jepang dalam Perang
Pasifik menjadi goyah, sementara pihak Sekutu mencatat kemenangan-
kemenangan gemilang yang dicapai di Pasifik. Bahkan pada tahun itu
serangan-serangan Sekutu telah mencapai bagian wilayah Indonesia,
di saat-saat itu pihak Jepang semakin giat mempersiapkan pemuda-
pemuda untuk dapat memberikan bantuan dalam menghadapi serbuan
Sekutu. Di pihak lain, pemerintah Jepang berusaha menggugah
simpatik rakyat untuk membantu Jepang, dengan memperdengarkan
janji kemerdekaan yang jelas dinyatakan dalam sidang istimewa Teikoko
Gikai (Parlemen Jepang), yang ke-85 di Tokyo pada 7 September 1944.
Dalam sidang itu Perdana Menteri Jepang Kaiso (pengganti Perdana
Menteri Tojo) mengumumkan pendirian pemerintah Jepang, untuk
memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kelak dikemudian
hari (Kartodirdjo, dkk, 1982: 15).

Di saat itu pihak Jepang semakin giat menggalang dan
mempersiapkan pemuda-pemuda untuk dapat memberikan bantuan
dalam menghadapi serangan Sekutu. Tampaknya janji pemberian
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kemerdekaan dengan tambahan kelak di kemudian hari dapat diulur
jauh ke masa depan. Namun kenyataan kekalahan tentara Jepang
cukup merisaukan pertahanan Jepang dalam menghadapi sekutu.
Karena itu di pihak Jepang berusaha untuk merangkul kaum nasionalis,
agar membantu memenangkan Jepang dalam Perang Pasifik.
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I
PROFIL LAPRIS

Awal Terbentuknya LAPRIS

Seluruh pelosok daerah di Sulawesi Selatan pada 1945 rakyat bangkit
dan berjuang untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Hal ini
dibuktikan dengan berdirinya berbagai organisasi kelaskaran di daerah-
daerah sebagai wadah kekuatan militer, untuk melawan NICA yang
berusaha menghidupkan kembali pemerintah dan kekuasaan Belanda.

Dengan penangkapan pimpinan PKRS, Dr. Ratulangi dan sejumlah
staf PKRS oleh pihak NICA pada 5 April 1946, dianggap akan dapat
mengurangi perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Pemikiran ini
didasarkan oleh kenyataan bahwa seluruh pimpinan pemerintah lokal di
Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya kedudukan Ratulangi. Selain
itu, juga dipandang sangat berarti bagi pergolakan rakyat di daerah ini
untuk memperjuangkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh
Sukarno-Hatta. Kenyataannya menunjukkan bahwa setelah Ratulangi
dan kawan-kawan ditawan, kegiatan politik diambil alih oleh Tajuddin
Noor dengan kegiatan organisasi Pemuda Nasional Inonesia (PNI)
yang telah didirikan pada awal Januari 1946 atas anjuran Ratulangi.
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